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Kepada Yang Terhormat

Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Jalan Sudirman No. 58, Kelurahan Petapakan, Kecamatan Lubuk Pakam
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Perihal : PERMOHONAN KEBERATAN GANTI RUGI

Dengan hormat,

RAHMAT TOPU SITOPU, Biru-Biru, 29 Agustus 1986, kewarganegaraan Indonesia,
alamat Dusun Il Kuala Uruk Desa Kuala Dekah Kecamatan Biru-Biru, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya :

1.Suria Darma,S.E.,S.H,CPCLE,CPM,2. ISMAIL,S.H, 3. Syofyan Hidayat, S.H.,
4. MUHAMMAD GEGANA MATONDANG,S.H, 5. BAGUS PERWIRA SIREGAR,
S.H, Advokat pada LBH IKADIN SUMUT beralamat di Jalan Sena No. 70 Medan
HP. 0811604093, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2024
(terlampir), selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Ganti Rugi terhadap :

I. PEMERINTAH R.I Cg. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cg. KEPALA KANTOR
BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG, berlamat di Jalan Karya
Utama, Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai

---TERM

OHON KEBERATAN 1.

Il PEMERINTAH RI Cqg. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL
SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA I
beralamat di Jalan Jenderal Besar A.H. Nasution No0.30, Kelurahan
Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara 20143 Untuk selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai

TERMOHON KEBERATAN
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“““Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan keberatan adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan memiliki sebidang tanah dengan luas :

- 62.564 (enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat) m? yang
terletak di Dusun Il, Desa Kuala Dekah, Kecamatan Biru—biru,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas
sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan .................. , sebelah
selatan berbatasan dengan ................... , sebelah barat berbatasan
dengan ... dan sebelah timur berbatasan
dengan .........ccceurene

- 8.967 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) m? yang terletak
di Dusun Il, Desa Kuala Dekah, Kecamatan Biru—biru, Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut

sebelah utara berbatasan dengan ................. , sebelah selatan
berbatasan dengan ... , sebelah barat berbatasan
dengan ... dan sebelah timur berbatasan
dengan .........cceecennen , yang mana tanah tersebut belum diterbitkan sertifikat

hak miliknya. Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa;

2. Bahwa Pemohon menguasai dan menguasahai atas tanah miliknya secara
terus menerus, dengan bercocok tanam di atas tanah tersebut, sebagaimana
kebiasaan penggunaan tanah pertanian pada umumnya ;

3. Bahwa Termohon Keberatan | dan 1l akan melakukan pembangunan yang
disebut sebagai Bendungan Lau Simeme yang terletak di Kecamatan Sibiru-
biru, Kabupaten Deli Serdang (selanjutnya disebut sebagai Bendungan Lau
Simeme), dimana pembangunan Bendungan Lau Simeme yang akan dibangun
tersebut berada diatas tanah milik Pemohon Keberatan;

4. Bahwa Pemohon merasa keberatan atas Pembangunan Bendungan Lau
Simeme tersebut, maka secara hukum Pemohon Keberatan memiliki Legal
Standing dalam mengajukan permohonan keberatan ini;

5. Bahwa berkaitan dengan pembangunan proyek a quo, maka Termohon
Keberatan | telah memberikan Surat Undangan Kepada Pemohon Keberatan
sebagaimana Surat tertanggal 03 Mei 2024 Nomor : 1787/UND-
12.07.AT.02.01/1V/2024 yang mana Surat tersebut pada pokoknya berupa
undangan kepada Pemohon Keberatan untuk menghadiri Musyawarah Bentuk
Kerugian pada tanggal 6 Mei 2024;

6. Bahwa pada pertemuan tanggal 6 Mei 2024, Pemohon Keberatan diberikan
selembar Penilaian Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Serba Guna
Lau Simeme yang akan diterima oleh Pemohon Keberatan, sehingga pengajuan
keberatan in casu masih dalam tenggang waktu 14 (empatbelas) hari,
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung R.I.
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No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor
3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti
Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum;

7. Bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatan ini adalah pihak yang
masih menolak untuk melepaskan atau menyerahkan hak penguasaannya atas
tanah yang terletak di Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara untuk kepentingan umum pembangunan Bendungan Lau
Simeme, oleh karena proses inventarisasi dan identifikasi terkait luas tanah yang
dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 35 Undang Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum juncto Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, yang berbunyi:

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012: “Dalam hal bidang tanah
tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat
difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang
Berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya”.

Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012
menyatakan :

(1) Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah tertentu yang terkena Pengadaan
Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat difungsikan sesuai dengan
peruntukan dan penggunaannya, pihak yang Berhak dapat meminta
penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.

(2) Sisa tanah yang tidak lagi dapat difungsikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bidang tanah yang tidak lagi dapat digunakan sesuai
dengan peruntukan dan penggunaan semula.

8. Bahwa Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatan ini masih menolak
untuk melepaskan atau menyerahkan hak penguasaan tanah tersebut diatas
karena penetapan nilai ganti rugi yang ditawarkan kepada Pemohon Keberatan
dinilai tidak layak dan tidak adil, berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum juncto Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 9 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012:

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian
Ganti Kerugian yang layak dan adil”,

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun
2012:
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Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi
Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak”.

9. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Para Termohon
Keberatan adalah terkait adanya kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan
umum, yaitu untuk pembangunan Bendungan Lau Simeme, dimana tanah milik
Pemohon berada Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi
Sumatera Utara, telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Bendungan
Lau Simeme oleh Para Termohon Keberatan;

10. Bahwa berdasarkan Nilai Penggantian Wajar Per Bidang Tanah, Para
Termohon Keberatan menetapkan nilai ganti kerugian terhadap objek tanah
Pemohon Keberatan yang berada di Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan luas 62.564 m?> = Rp.
1.564.100.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta seratus ribu
rupiah), 8.967 m? = Rp. 134.505.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima
ratus lima ribu rupiah);

11. Bahwa penetapan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Termohon atas
tanah milik Pemohon Keberatan dirasakan sangat tidak adil dan tidak
layak,serta sangat-sangat merugikan Pemohon karena telah bertentangan
dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang termuat dalam
Pasal 2 huruf b dan huruf h UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang menyebutkan :

“Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:
Keadilan, Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan jaminan
penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalamproses Pengadaan
Tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan
kehidupan yang lebih baik, dan Kesejahteraan, Yang dimaksud dengan “asas
kesejahteraan” adalah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat
memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan Pihak yang Berhak
dan masyarakat secara luas.

12. Bahwa Tanah milik Pemohon Keberatan tersebut merupakan tanah yang
produktif yang berpotensi nilai ekonomis yang tinggi karena letaknya strategis
dan bisa diperuntukkan untuk membangun Perumahan maupun perkebunan,
disamping itu harga pasar tanah yang berada di daerah tersebut sebesar + Rp.
400.000,- / m (Empat ratus ribu rupiah per meter);

13. Bahwa Termohon Keberatan hanya mengganti sebagian tanah Pemohon
Keberatan, sehingga sebagian tanah lainnya milik Pemohon Keberatan tidak
lagi memiliki nilai ekonomis baik untuk perkebunan ataupun perumahan karena
luasnya sudah sangat sempit dan tidak beraturan;
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Bahwa penetapan ganti kerugian tanah objek sengketa oleh Para Termohon
Keberatan Keberatan adalah merupakan tindakan sepihak dan melawan
hukum yang telah merugikan Pemohon Keberatan;

15. Bahwa proses penerbitan semua surat-surat mengenai ganti kerugian tanah
pembangunan Bendungan Lau Simeme yang berkaitan dengan objek sengketa
yang dikeluarkan oleh Para Termohon Keberatan telah dilakukan secara
melawan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan
batal demi hukum;

16. Bahwa tindakan Para Termohon Keberatan telah mengakibatkan Pemohon
Keberatan mengalami kerugian yaitu:

- Tanah seluas 62.564 (enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh
empat) m?, Nilai Pasar sebesar Rp.100.000,-/meter (seratus ribu rupiah)
per meter = Rp. 6.256.400.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam
juta empat ratus ribu rupiah)

- Tanah seluas 8.967 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) m?
Nilai Pasar sebesar Rp.100.000,-/meter (seratus ribu rupiah) per meter
= Rp. 896.700.000 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus
ribu rupiah)

17. Bahwa karena permohonan Pemohon Keberatan didasarkan pada bukti-bukti
yang sah sehingga permohonan Pemohon Keberatan dapat dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun Para Termohon Keberatan melakukan upaya hukum;

18. Bahwa agar Para Termohon mau melaksanakan putusan perkara ini, Pemohon
Keberatan mohon agar Pengadilan menghukum Para Termohon untuk
membayar uang paksa kepada Pemohon sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta
rupiah) setiap hari jika Para Termohon Keberatan lalai memenuhi isi
putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Keberatan uraikan di atas,
mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Cq. HakimTunggal/Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan Keberatan Ganti
Kerugian Pemohon Keberatan ini, berkenan memutuskan dengan amar putusan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

2. Menetapkan harga bidang tanah milik dari Pemohon Keberatan yang
dijadikan Proyek Pembagunan Bendungan Lau Simeme dengan perhitungan
harga :

- Tanah seluas 62.564 (enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh
empat) m?, Nilai Pasar sebesar Rp.100.000,-/meter (seratus ribu rupiah)
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per meter = Rp. 6.256.400.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam
juta empat ratus ribu rupiah)

- Tanah seluas 8.967 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) m?
Nilai Pasar sebesar Rp.100.000,-/meter (seratus ribu rupiah) per meter
= Rp. 896.700.000 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus
ribu rupiah)

3. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti
kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan besarnya ganti kerugian
yang ditetapkan dengan perincian sebagai berikut: perhitungan harga :

- Tanah seluas 62.564 (enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh
empat) m?, Nilai Pasar sebesar Rp.100.000,-/meter (seratus ribu rupiah)
per meter = Rp. 6.256.400.000 (satu milyar dua ratus lima puluh enam
juta empat ratus ribu rupiah)

- Tanah seluas 8.967 (delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh) m?
Nilai Pasar sebesar Rp.100.000,-/meter (seratus ribu rupiah) per meter
= Rp. 896.700.000 (delapan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus
ribu rupiah)

4. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar uang paksa
sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari jika Para Termohon
Keberatan lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya
perkara.
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